BUPATI BURU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 443 TAHUN 2013

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DINAS PERTAMBANGAN DAN

Menimbang

Mengingat

ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
KABUPATEN BURU

BUPATI BURU,

. a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten

Buru Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi
Sumber Daya Mineral Kabupaten Buru maka untuk
menjamin kelancaran tugas, perlu menetapkan Uraian
Tugas Dinas Pertambangan dan  Energi Sumber

Daya Mineral;

. bahwa penetapan uraian tugas ini dimaksudkan untuk

menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pada Dinas
Pertambangan dan  Energi Sumber Daya  Mineral
Kabupaten Buru;

_ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas
Pertambangan dan  Energi Sumber Daya  Mineral
Kabupaten Buru;

1. Undang-Undang Nomor 8 T ahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3890);



2. Undang-Undang  Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi
Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia

Nomor 5234);



7 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun
2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 33 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4194);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 09 Tahun 2012
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten
Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012
Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru

Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI BURU TENTANG URAIAN TUGAS
JABATAN STRUKTURAL DINAS PERTAMBANGAN DAN
ENERGI SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN BURU.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah
Penyelenggara Pemerintah Daerah;

b. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru;

c. Bupati adalah Bupati Buru;

(V%)



d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru;

e. Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Buru;

f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya
Mineral Kabupaten Buru.

g. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan
Kelurahan;

h. Jabatan Struktural adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka
memimpin suatu satuan organisasi negara;

i. Pejabat Struktural yang dimaksud adalah untuk jabatan struktural eselon II,
I1I dan eselon IV dan V;

BAB I1
KEPALA DINAS

Pasal 2

(1) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai

tugas membantu Bupati melaksanakan kewenangan desenteralisasi tugas

dibidang Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a.

Merumuskan kebijakan teknis dan operasional dinas dengan cara
menjabarkan kebijakan Bupati sebagai pedoman dalam perencanaarn dan
pelaksanaan kegiatan serta evaluasi program dinas Pertambangan dan

Energi Sumber Daya Mineral;

Merumuskan rencana jangka panjang, menengah dan tahunan dinas

Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral;

Menyiapkan rancangan peraturan perundang - undangan / kebijakan
daerah di bidang sumber daya ,mineral, geologi, air tanah, kelistrikan dan
energi;

Memberikan pertimbangan perizinan /rekomendasi di bidang

Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral,

Merumuskan pedoman kerja di lingkungan dinas Pertambangan dan

Energi Sumber Daya Mineral;

Mengendalikan program/ kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan

urusan Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral,



Melakukan Pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan serta

memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;

. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu -

waktu kepada atasan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB III
Bagian Kesatu
SEKRETARIS DINAS

Pasal 3

(1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi,

kepegawaian, koordinasi dan pengendalian program, pelaporan, urusan

umum dan urusan keuangan.

(2) Uraian tugas sebagaimana pada ayat (1) sebagai berikut :

a.

Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang - undangan dan
pedoman/petunjuk teknis serta merencanakan kegiatan Sekretariat

sebagai acuan pelaksanaan tugas;

Menyusun petunjuk/pedoman operasional kerja sekretariat badan sesuai

arah dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;

Mengkoordinasikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan

perencanaan serta administrasi keuangan,

Memberi dan mengkoordinir pelayanan administrasi kepada Kepala Dinas
dan bidang di lingkup dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya
Mineral;

Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan

pada seluruh bidang untuk diteruskan kepada kepala dinas;

Mengatur, mengendalikan dan mengadministrasikan urusan surat

menyurat dan urusan rumah tangga;

Menyusun laporan pelaksanaan pengawasan melekat (waskat) dengan
cara mempelajari dan membuat telaahan waskat sesuai ketentuan yang

berlaku;

Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan evaluasi,

berkala dan tahunan badan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



Pasal 4

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

melaksanakan dan menyelenggarakan urusan administrasi umum,

perlengkapan dan kepegawaian.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a.

Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan - kegiatan sub bagian umum

dan kepegawaian sebagai acuan pelaksanaan tugas;

Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk, menilai prestasi kerja
bawahan untuk kelancaran tugas serta pembinaan dan pengembangan

karier;
Memberikan pelayanan urusan umum, perlengkapan dan kepegawaian;

Melaksanakan urusan kearsipan, pengetikan, penggandaan dan

pendistribusian surat/bahan cetakan serta keamanan dokumen;

Menyiapkan perjalanan dinas, melaksanakan urusan kerumahtanggaan
dinas, hubungan masyarakat, keprotokolan serta mengawasi pelaksanaan

kebersihan lingkungan;

Mengelola dan membuat daftar inventaris barang bergerak dan tidak

bergerak serta membuat laporannya;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu —

waktu kepada atasan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 5

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan koordinasi

penyusunan rencana program dan kegiatan serta melaksanakan dan

menyelenggarakan administrasi perencanaan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a.

b.

Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan dinas;

Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan sub bagian perencanaan

sebagai acuan pelaksanaan tugas;

Melaksanakan manajemen layanan urusan perencanaan dengan cara
mengkoordinasikan dan membina layanan urutan perencanaan di lingkup

dinas sesuai juklak dan juknis;



d. Menyusun laporan berkala, tahunan dengan cara menghimpun data,
mempelajari, mengelola dan menganalisis laporan hasil pelaksanaan

program / kegiatan,
e. Penyusunan perencanaan umum program kerja lima tahunan dinas;

f. Penyusunan dan mengkoordinasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) dinas sesuai ketentuan;

g. Membuat laporan pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan kepada

atasan;

h. Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, menilai prestasi kerja
bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas serta pembinaan dan

pengembangan karier pegawai;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 6

(1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan

menyelenggarakan administrasi pengelolaan keuangan.
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan sebagai

acuan pelaksanaan tugas;
b. Menyusun rencana kerja dan anggaran dinas;
c. Melakukan urusan pengelolaan administrasi keuangan dinas;

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan akuntansi dan menyiapkan laporan

keuangan dinas;
e. Membuat laporan pelaksanaan tugas pada sub bagian keuangan,

f Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, menilai prestasi kerja
bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas serta pembinaan dan

pengembangan karier pegawai;

g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu —

waktu kepada atasan;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



Bagian Kedua
BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA

Pasal 7

(1) Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya mempunyai tugas membantu Kepala
Dinas dalam melaksanakan pengembangan, pengelolaan, inventarisasi dan

konservasi sumber daya mineral, air tanah, geologi dalam wilayah daerah.
(2) Uraian tugas sebagimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Merencanakan program kerja dan kegiatan di bidang energi dan sumber

daya mineral,

b. Mengkoordinir kegiatan inventarisasi, pengelolaan, pengembangan dan

konservasi sumber daya mineral, air tanah, geologi dan energi;

c. Merumuskan Kkebijakan teknis inventarisasi, pemetaan potensi dan

konservasi sumber daya mineral, air tanah, energi dan geologi,

d. Melakukan koordinasi terkait penyusunan rencana tata ruang daerah
berdasarkan potensi sumber daya mineral, air tanah, energi dan geologi

guna penerapan pembangunan yang berkelanjutan,

e. Memberikan saran teknis penerbitan ijin pengusahaan mineral, energi,

geologi dan pemanfaatan air tanah;

f Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan

dengan tugas pokok dan fungsi di Bidang Energi dan Sumber Daya;

g. Melaksanakan pembinaan, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk
dan arahan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas serta
melakukan penilaian prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan

karier berdasarkan ketentuan yang berlaku;

h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu

waktu kepada atasan;

i Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

(1) Kepala Seksi Investasi dan Pemetaan Sumber Daya Mineral, Air Tanah dan
Geologi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Energi dan Sumber
Daya melaksanakan tugas inventarisasi dan pemetaan sumber daya

mineral, air tanah dan geologi.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :



a. Menyiapkan rencana program dan kegiatan inventarisasi dan pemetaan

sumber daya mineral, air tanah dan geologi;

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyelidikan dan pemetaan geologi guna

inventarisasi potensi sumber daya mineral;

c. Menyiapkan bahan pemetaan geologi lingkungan guna perencanaan tata

ruang, pengembangan wilayah dan mitigasi bencana geologi;

d. Melaksanakan inventarisasi potensi sumber daya geologi, mineral, air
tanah;
e. Melakukan pengelolaan data dan informasi berbasis sistem informasi

geografis (SIG) yang mencakup kegiatan penataan, pemanfaatan,

penyiapan data informasi geologi, sumber daya mineral, air tanah dan
energi;
f. Menyiapkan bahan analisis terhadap rencana teknis pelaksanaan

eksplorasi sumber daya mineral dan energi;

g. Melaksanakan pembinaan, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk
dan arahan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas serta
melakukan penilaian prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan

karier berdasarkan ketentuan yang berlaku;

h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu

waktu kepada atasan;

i, Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

(1) Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Mineral, Air, Energi dan Geologi
mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya

melaksanakan tugas konservasi sumber daya mineral, air tanah dan energi.
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Menyiapkan rencana program dan kegiatan konservasi sumber daya

mineral, energi, air tanah dalam wilayah daerah,;

b. Melaksanakan konservasi pendayagunaan air tanah dalam rangka

pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan sumber daya air tanah;

c. Menyiapkan pertimbangan teknis Surat Izin Pengeboran (SIP) dan Surat

Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA);

d. Melakukan analisis dan mengevaluasi data pengusahaan dan

pemanfaatan sumber daya mineral, energi dan air tanah;



Mengolah data dan informasi dalam sistem terpadu yang mencakup
kegiatan penataan, pemanfaatan, penyiapan data informasi geologi,

sumber daya mineral, energi dan air tanah;

Melaksanakan konservasi terhadap sumber daya alam, energi, dan air

tanah sesuai dengan potensi ekonomis;
Menetapkan wilayah konservasi air tanah;

Melaksanakan pembinaan, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk
dan arahan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas serta
melakukan penilaian prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan

karier berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu

waktu kepada atasan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
BIDANG PENGAWASAN

Pasal 10

(1) Kepala Bidang Pengawasan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas

dalam melaksanakan kegiatan bidang pengawasan energi, pertambangan

umum dan pemanfaatan air tanah.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a.
b.

Merencanakan program dan kegiatan di bidang pengawasan;

Menyusun dan merumuskan kegiatan teknis pengawasan pertambangan
umum, energi dan pemanfaatan air;

Melakukan pengawasan pertambangan, energi dan pemanfaatan air;
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan energi dan
pemanfaatan air;

Memberikan saran teknis terhadap penerbitan izin dalam pengusahaan
mineral, energi dan pemanfaatan air;

Mengkoordinir kegiatan penertiban pertambangan umum, energi, dan
pemanfaatan air tanah;

Menyiapkan bahan rumusan rekomendasi jenis sanksi terhadap

pelanggaran usaha di bidang energi dan pemanfaatan air tanah.
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h. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penegakan
hukum terhadap pelanggaran pengusahaan pertambangan umum, energi
dan pemanfaatan air tanah;

i. Menganalisa dan mengevaluasi rencana dan laporan kegiatan usaha
pertambangan umum, energi dan pemanfaatan air tanah;

j. Melaksanakan pembinaan, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk
dan arahan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas serta
melakukan penilaian prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan
karier berdasarkan ketentuan yang berlaku;

k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu
waktu kepada atasan;

1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

(1) Kepala Seksi Pengawasan Pertambangan Umum mempunyai tugas
membantu kepala bidang pengawasan melaksanakan pengawasan

pertambangan umum.
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Menyusun program dan kegiatan seksi pengawasan pertambangan
umuim,;

b. Melaksanakan pengawasan  pertambangan — umum menyangkut
pemasaran, keuangan, pengelolaan, data mineral, pemanfaatan barang
jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam
negeri;

c. Melakukan pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;

d. Melakukan pengawasan terhadap Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin
Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

e. Melaksanakan pembinaan, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk
dan arahan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas serta
melakukan penilaian prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan
karier berdasarkan ketentuan yang berlaku;

f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu
waktu kepada atasan;

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Pasal 12

(1) Kepala Seksi Pengawasan Energi dan Pemanfaatan Air mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang Pengawasan melaksanakan pengawasan Energi

dan Pemanfaatan air.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a.

Menyusun program dan kegiatan seksi pengawasan energi dan

pemanfaatan air;

Pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar

minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir;

Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan,
distribusi, kualitas dan harga Bahan Bakar Minyak (BBM),

Melaksanakan pengawasan dan penertiban usaha/kegiatan di bidang

energi dan pemanfaatan air tanah;

Melaksanakan pemeriksaan dan survei lapangan terhadap lokasi
permohonan izin usaha dibidang energi dan pemanfaatan air tanah,
pelayanan dan penjualan bahan bakar, usaha ketenagalistrikan,

pengeboran dan pemanfaatan air tanah;

Melaksanakan pengawasan dan pengelolaan kegiatan sumber energi baru

dan terbarukan;

Memberikan saran teknis jenis sanksi terhadap pelanggaran usaha di

bidang energi dan pemanfaatan air tanah.

Melaksanakan pembinaan, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk
dan arahan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas serta
melakukan penilaian prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan

karier berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu

waktu kepada atasan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Bagian Keempat

BIDANG BINA USAHA
Pasal 13

(1) Kepala Bidang Bina Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
pengelolaan pemberian izin, pembinaan dan penyajian data pengusahaan

sumber daya mineral, energi dan pemanfaatan air tanah.
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Menyusun rencana program dan kegiatan di Bidang Bina Usaha;

b. Mengkoordinir proses permohonan perizinan usaha pertambangan umum
dan energi;

c. Memberikan saran teknis terhadap penerbitan izin usaha pertambangan
umum, energi dan air tanah;

d. Mengkoordinir penyiapan data dan laporan dalam pengusahaan
pertambangan umum, energi dan air tanah;

e. Menyampaikan usulan nilai pendapatan daerah dari sektor pertambangan
umum, energi dan air tanah;

f. Melakukan pembinaan terhadap pengusahaan di bidang pertambangan
umum,energi dan air tanah;

g. Melaksanakan pembinaan, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk
dan arahan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas serta
melakukan penilaian prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan
karier berdasarkan ketentuan yang berlaku;

h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secard berkala maupun sewaktu
waktu kepada atasan;

i Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14
(1) Kepala Seksi Perizinan, Penetapan dan Pendapatan mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang Bina Usaha melaksanakan koordinasi perizinan,
penetapan dan pendapatan dibidang pertambangan umum, energi dan

pemanfaatan air tanah.
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi Perizinan, Penetapan dan

Pendapatan;

b. Mengevaluasi dan memuverifikasi persyaratan administrasi, teknis dan
finansial permohonan izin usaha pertambangan umum, energi dan

pemanfaatan air tanah;
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c. Menindaklanjuti dan memproses permohonan perizinan  usaha
pertambangan umum, energi dan pengelolaan serta pemanfaatan air

tanah;

d. Menyiapkan bahan rumusan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET)
Bahan Bakar Minyak (BBM);

e. Menetapkan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah dalam

wilayah daerah,;
f. Mengatur harga jual listrik untuk konsumen yang memiliki izin khusus;

g. Memberikan pertimbangan teknis terhadap izin lokasi pendirian stasiun
pengisian bahan bakar untuk umum (SPBUJ, lokasi pendirian kilang dan
tempat penyimpanan migas;

h. Menyiapkan bahan rumusan rekomendasi penetapan lokasi dan luas
wilayah, jangka waktu, kapasitas dan kewajiban keuangan dalam rangka
pemberian izin usaha pertambangan umum, energi serta pengelolaan dan

pemanfaatan air tanah;

i. Menyiapkan bahan penyusunan draft keputusan pemberian izin usaha

pertambangan umum, energi dan pemanfaatan air tanah;

j. Memberikan pertimbangan teknis usulan pendapatan daerah dari sektor

pertambangan dan energi;

k. Melaksanakan pembinaan, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk
dan arahan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas serta
melakukan penilaian prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan

karier berdasarkan ketentuan yang berlaku;

1. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu

waktu kepada atasan;

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

(2) Kepala Seksi Bimbingan Usaha mempunyai tugas membantu kepala bidang
melaksanakan penyelenggaraan bimbingan usaha di bidang pertambangan

umum, energi dan pemanfaatan air tanah.
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(2) Uraian tugas sebagimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi Bimbingan Usaha;

b. Melaksanakan kegiatan bimbingan, penyuluhan dan pembinaan bagi
pemegang izin usaha pertambangan umum, energi, pengelolaan dan
pemanfaatan air tanah;

c. Melaksanakan sosialisasi tentang kebijakan, peraturan perundang -
undangan di bidang sumber daya mineral, geologi, air tanah, kelistrikan
dan energi;

d. Mengkoordinasikan bahan rumusan standarisasi teknis dalam
pengusahaan pertambangan umum, energi serta pengelolaan dan
pemanfaatan air tanah;

e. Melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat disekitar
lokasi sumber air permukaan melalui sosialisasi dan bimbingan teknis
untuk pengamanan dan pemanfaatan sumber air tanah;

f Melakukan analisa, evaluasi, tindak lanjut rencana dan laporan kegiatan
usaha di bidang pertambangan umum, energi serta pengelolaan
pemanfaatan air tanah dan pengembangan masyarakat sekitar;

g. Melaksanakan pembinaan, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk
dan arahan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas serta
melakukan penilaian prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan
karier berdasarkan ketentuan yang berlaku;

h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu
waktu kepada atasan;

i, Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 16
Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya
Mineral Kabupaten Buru adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Peraturan ini dan merupakan bagian tak terpisahkan.
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BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal, 02 Juli 2013

Diundangkan di Namlea
pada tanggal, 02 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH
\KABUPATEN BURU 4

W
St
ABDUL ADJID SOULISA

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2013 NOMOR 43
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